
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 22 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA  

PASURUAN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan 
program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah 
di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka 
perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan 
dan belanja pada masing-masing satuan kerja 
perangkat daerah; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah       
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik     
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik        
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2.  Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor       
4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun       
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

9.  Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982   
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 

 

 

15.  Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
163, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014        
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran        
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

21. Peraturuan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 
tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

 

 

 

22.  Peraturan ... 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua       
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri        
Nomor 21 Tahun 2011; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum  
Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 05); 

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02        
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota  
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran      
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 5); 

 

 

 

 

 

 

30.  Peraturan ... 
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30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 5); 

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 13); 

33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita  
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 71)  
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 12);  

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
 
 
 
 

Pasal I ...... 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah diubah yang 
kedua kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 12) yang mengatur perubahan 
dan/atau pergeseran anggaran program dan kegiatan 
pada : 

a. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan; 

b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan; 

c. Badan Lingkungan hidup Kota Pasuruan; 

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Pasuruan; 

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kota Pasuruan; 

f.   Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota 
Pasuruan; 

g. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota 
Pasuruan; 

h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada 
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; 

i.   Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota 
Pasuruan; 

j.   Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota 
Pasuruan; 

k. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada 
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; 

l.   Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Pasuruan; 

m. Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan; 

n. Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan; 

o. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan; 

p. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan; 

q. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan Kota Pasuruan; 

 

 

diubah ...... 
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diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 

                                      
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 23 Juni 2016 
 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
               Ttd, 

 
         SETIYONO 

 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 23 Juni 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
                           Ttd, 

 
                BAHRUL ULUM 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 22 
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